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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Pola penyelesaia sengketa waris menurut hukum adat di Gorontalo 

biasanya dilakukan melalui forum keluarga dengan mengundang 

keluarga besar dan salah satu dewan adat ataupun tokoh adat yang 

berada di lokasi terjadinya sengketa. Hal ini dikenal dengan istilah 

‘pembicaraan adat’, dalam pembiacaraan adat akan disaksikan oleh 

keluarga besar dari pihak yang bersengketa. Pembicaraan adat 

dilaksanakan bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan 

keputusan yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa waris 

tersebut. Informasi ini berupa: keterangan-keterangan dari pihak yang 

bersengketa serta keluarga besar dari pihak yang bersengketa. Setelah 

diungkapkan informasi tersebut maka dewan adat ataupun tokoh adat 

melaksanakan pembuktian terhadap laporan dari masing-masing pihak 

serta bukti yang telah mereka peroleh. Namun apabila usaha 

penyelesaian sengketa waris secara adat ini tidak berhasil maka akan 

disampaikan kepada kepala desa selaku pimpinan pemerintahan di desa 

yang bertugas menyelesaikan segala perkara atau peresengketaan yang 

terjadi di desa. Namun dalam kenyataannya, tidak semua sengeketa 
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waris dapat diselesaikan oleh kepala desa sehingga ada juga beberapa 

sengketa waris harus dilanjutkan melalui jalur hukum. 

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewarisan 

dalam hukum adat di Gorontalo tidak lain adalah rendahnya tingkat 

pendidikan dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat menjadi 

salah satu factor yang menghambat pelaksanaan kewarisan dalam 

hukum adat di Gorontalo, disamping pemaknaan terhadap nilai-nilai 

agama Islam dan minimnya sosialisasi oleh tokoh adat juga menjadi hal 

penting yang mendapat perhatian terkait hambatan dalam pelaksanaan 

kewarisan dalam hukum adat di Gorontalo. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa 

saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Gorontalo bekerja sama 

dengan pemerintah kecamatan perlu melakukan penyuluhan hukum 

untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa, 

terutama menyangkut persoalan pewarisan baik dalam pemaknaan 

hukum perdata, Islam maupun hukum adat Gorontalo. 

2. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar dalam proses pembagian 

harta warisan dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan problem hukum 

baru yang justru akan merenggangkan hubungan kekeluargaan dalam 

masyarakat hukum adat Gorontalo yang selama ini kokoh terjaga. 
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